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ABSTRAK

Sebagaimana deketahui, bahwa Dalam Undang-undang
nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disini
dijelaksan bahwa Desa adalah : Suatu wilayah yvang ditem-
pati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk didalamnya kesatuan masvarakat hukum yvang mem-
punyvai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah
Camat dan berhak menvelenggarakan rumah tangganva sendiri
dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Dengan berlakunya UUndang-undang No. 5 tahun 1979
tentang pemerintahan Desa dan berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1979 dimakeud. maka
untuk wilayvah Kepulauan Mentawal yang terdiri dari 4
(pmpét) Kecamatan terdiri dari 1 (sepuluh) buah Desa.

Dengan telah terbentuknya Desa-desa di Kepulauan
Mentawai ini sangat membawa dampak poaitif bagli pemerin-
tah untuk melaksanakan program-program pembangunan di
Dega-desa dimana baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah
Kecamatan dapat bekerja sama dengan para Kepala Desa yang
lebih mudah untuk mempengaruhi dan memberi renjelasan
kepada mavarakatnya masing -masing vang masih Jauh
terkebelakang baik tingkat perekonomian maupun  pendidi-
kannya.

Dengan adanya Kepala Des=a., maka lebih cepat menyam-—
paikan program-program pemerintah dan lebih mudah

dimengerti oleh masyarakat memperluas dan mempercepat



lajunya pembangunan terutama di Desa-desa vang bersang-
kutan seperti misalnya dengan adanva uang Bandes. karena
dengan adanya uang Bandes Iinil partisipasi masyarakat akan
lebih terpancing untuk melaksanakan pembangunan di
daerahnya dibawah pimpinan Kepala Desa dan pemberintahan
Kecamatan.

TIntulk menangani dan mengembangkan Kepulauan
Mentawai sangat diperlultan tenaga-tenaga yvang mempunyai
dedikasi wvang tingegi kalau perlu vyvang terbail, aebab
kalau sekiranya aparat-—-aparat vang bertugas di daerah
ini tidak mempunvai kesadaran vang tinggi maka pastilah
disiplin akan berkurang karena sangat jauh dari pihak
atazan atau sebagal pengawasan.

Secara bertahap berkat adanyva kerja sama yvang baik
sgeluruh aparat pemerintah yvang bertugas di Kepalauan
Mentawal untuk membina masyvarakat sudah mulai terlihat
meninglkat, karena masyarakat telah mengerti dengan tujuan
pembangunan serta juga telah mempunvai keinginan untuk
meninglkatkan usaha pertaniannva sebagal menambah peng-
hagilan merelka dimasa yang akan datang.

Secara Yuridis Undang-undang nomor 5 tahun 1979
telah dilaksanakan dikepulauan Mentawai, namun demikian
dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut masih ditemut

tantangan dan magalah tapl sebelihnya juga ada bahkan

banyak peluang- peluang.



Diantara kendala vang dimakaud adalah sepertil

rendahnyva tingkat pengetahuan aparat desa vang belum

dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya untuk itu

perlu ditingkatkan sehingga pemerintahan desa dapat

berjalan dengan lancar. Disamping itu Jjuga kurang

lancarnya sarana transportasi bailk ke pusat kecamatan
maupun ke pusat atau Ibukota Kabupaten. Disamping itu
dana penunjangpun belum cukup Juga.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk
mengolah sumber daya alam yang potensial dan dalam rangka
memperlancar Jalannya pemerintahan dan program rem-—
bangunan dikepulauan Mentawai terlihat adanya beberapa
ketentuan seperti
a. Dibeberapa Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa telah

dapat dilihat adanya data-data mengenai desa vang
dikenal dengan operation room.

b. Dengan banvaknyva investasi-investasi yang ditanamkan
di kepulauan Mentawai =epertl adanya perusahaan-peru-
sahaan tanaman nilam dan lain-lain 1ini akan dapat
menambah Income pendapatan desa dalam rangka menve-
lenggarakan otonomi desa, disamping 1itu Juga akan
dapat menambah pendapatan aparat desa, sehingga meru-
pékan renunjang dalam pelaksanaan tugasnya bahkan Jjuga

akan menambah dan meningkatkan pendapatan magsyarakat.



BAB T

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Bab V pasal 88 Undang-undang No.5H
tahun 1974. mengatur tentang pemerintahan Desa yang

menyvatakan

" Pengaturan tentang Femerinahan Desa
ditetapkan dengan Undang-undang'’ —/

Indang-undang vyang dimaksud adalah Undang-
undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Seguail dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indone-
sla, maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin
diseragamlkan, dengan mengindahkan keseragaman desa dan
ketentuan adat istiadat vang masih berlaku untuk
memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerak-
kan masyarakat dalam partisipasinyva dalam pembangunan
dan menyelenggarakan adminietrasi Desa yang makin
meluas dan efektif.

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UU No.
5 tahun 1979. pemerintahan terendah di Sumatera Barat
adalah Nagari (negerij) di Mentawal, yang pelaksanaan
pemerntahan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Barat. Surat Keputusan Gubernur GSumatera
Barat yvang terakhir mengenal pemerintahan Nagari ialah
SK Gubernur No. 155/GSB/1974. Berdasarkan SK tersebut

pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari.

1 /. Dilihat pasal 88 Ul No. 5 tahun 1979



BAB 11

HASIL FEMBANGUNAN

. Sebelum  peneliti perbicara leblh lanjut mengenal
hasil penelitian yvang dilaksanaltan maka terlebih dahulu
akan lebih baik kiranya kalau peneliti terlebih dahulu
memberikan sedikit gambaran dari kepulauan Mentawai.

Dari segi pemerintahan Kepulauan Mentawal masuk
kedalam Wilayah Kabupaten Padang Pariaman sebagai sebuah
Kewedanaan yang dipimpin oleh seorang Wedana Koordinator
vang daerahnyva terdiri dari 4 (empat) Kecamatan sebagai-
mana tersebut dibawsh ini
a. Kecamatan Siberut Utara
b. Kecamatan Siberut Selatan
c. Kecamatan Sipora
d. Kecamatan Pagal Utara Selatan ?/

Masing-masing Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
dan pada waktu pemerintahan kenegarian di Kepulauan
Mentawai terdapat suatu keanehan dimana pada tiap-tiap
Kecamatan terdapat satu Kenegarian (satu pemerintahan
Nagari), sedangkan kalau ditanah tepi satu Kecamatan
terdiri dari beberapa Kenegarian, tetapi sungguhpun
demikian di Kepulauan Mentawai ini kewenangan Camat tetap

lebih tinggi dari pada kewenangan seorang Kepala Nagari.

2 /. Sumber : Kantor Fembantu Bupati Mentawai



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan
pengamatan dan hasil penelitian dilapangan dapat peneliti
sampaikan bahwa :

1. Bahwa desa adalah suatu wilayah vang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyaralat termasuk
didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah
Camat dan berhak menyelengarakan rumah tangganya
sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indone-
sia. Demikian pula halnya dengan desa-desa di beberapa
kecamatan di kepulauan Mentawal yvang merupakan daerah
kepulauan di daerah tingkat II Kabupaten Padang Paria-
man.

2. Kalau kita lihat hasil-hasil pembangunan vang telah
dicapai dikepulauan Mentawai dalam beberapa tahun
terakhir sudah lebih meningkat kalau dibandingkan
beberapa tahun yang lalu baik dari segi pembangunan
secara umum maupun dari segi administrasi pemerinta-
hannya. Hal ini juga sangat ditentukan dan dikunjung

oleh pemerintahan Camat yang membawahi langsung peme-

U]

rintahan desa ada yang berasal dari Putra daerah
Mentéwai-

3. Dilihat dari Administrasi pemerintahan baik pemerin-
tahan kecamatan maupun pemerintahan desa pada prin-
sipnya telah terisi namun masih ditemui adanva kenda-

la~-kendala geperti jauhnva letak wilavah, kurangnya



~

sarana transportasi dan kurangnyva pengetahuan aparat
aparat tentang pelalksanaan tugasnva untuk itu =angat
di.per]ukan adanva peningkatan pendidikan dari sumber
dava manusia untulk mengolah sumber dava alam  yang
cukup banvak tersedia.

Secara umum kalau kita lihat kwalitas penduduk kepu-
lauan Mentawai masih rendah oleh saebab 1tu perlu
reningkatan kualitas dalam rangka meningkatan kualitas
dalam rangka meningkatlkan sumber dayva manusia ini
sangat diperlukan untuk meninghkatkan pe laksanaan
prembangunan.,

Untuk menangani dan mengembangkan kepulauan Mentawail
diperlukan tenaga — tenaga vang mempunvai didikasi
vang tinggi dan bailk.

Dengan banvalinva investasi vang ditenamlan didaerah
Mentawal, maka akan dapat menciptakan lapangan peker-
Jaan ataupun meningkatkan pola pendapatan., baik penda-
patan desa dalam rangka menyelengarakan otonomi desa
mauprun pendapatan aparat desa dalam menunjang pelak-
sanaan tugasnyva serta juga dapat meningkatkan pen-
dapatan masyarakat.

Walaupun Undang—undang Mo. 5 tahun 1979 telah dilak-
ganakan dikepulauan Mentawai. namun belum terlihat
adanya otonomi desa. Untuk itu diharapkan otonomi desa
itn dapat dilaksanakan untuk pelaksanaannya tentu juga

aangat tergantung pada kemampuan aparaturnya disamping

juga fasilitas.
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